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BAB V 

PENUTUP 

1.1 KESIMPULAN 

Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan 

bahwa:  

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan 

yang memiliki tugas/fungsi dalam penanganan dan penyelesaian sengketa 

pertanahan. Di Kantor BPN Kota Gorontalo membentuk suatu bidang 

penanganan dan konflik sengketa pertanahan yang mempunyai tugas 

dalam menangani sengketa dalam bentuk mediasi dengan menunjuk 

seorang mediator (penengah) yang dapat mempermudah para pihak yang 

bersengketa melalui pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai 

perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi 

dan persoalan-persoalan dan juga mengatur pengungkapan emosi dari 

para pihak sehingga dapat menciptakan suatu keputusan yanga adil. 

2. Faktor Penghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah 

para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses 

mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih 

memenangkan perkara dipengadilan. Ketidak hadiran salah satu pihak 

dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat 

proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi 

menjadi tidak efektif. BPN juga masih perlu dukungan lembaga peradilan 

untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat atas kesepakatan 
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perdamaian, disamping perlu dukungan sportifitas dan itikad baik dari 

para pihak yang bersengketa agar secara sukarela melaksanakan 

kesepakatan perdamaian. 

1.2 Saran 

1. BPN tentunya mempunyai peran yang penting dalam memaksimalkan 

lembaga mediasi sebagai tempat penyelesaian sengketa dan untuk 

memaksimalkan hal tersebut saran saya BPN harus memberikan 

penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan 

mediasi dengan baik, penyuluhan hukum atau sosialisasi program 

pertanahan, dan Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Untuk BPN Kota Gorontalo khususnya bidang penanganan Sengketa, Konflik 

dan Perkara Pertanahan semoga segera dibuatkan SOP guna mengetahui 

seberapa baik dan seberapa jauh kinerja yang sudah dilakukan. Untuk 

masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya dengan mengatakan 

informasi letak, ukuran tanahnya dengan baik dan untuk meminimalisir kasus 

sengketa sertifikat yang cacat hukum dikemudian hari. 
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